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Pasal 1

Pembentukan Uni Khusus;
Adopsi Klasifi kasi Internasional;

Definisi dan Bahasa dalam Klasifikasi

(l) Negara-negara yang memberlakukan Persetuiuan ini rnerupakan bagian dari Uni Khusus (Spcciul

Union) dan rnengadopsi klasifikasi barang dau iasa yang saura untuk pendaftaran merek (selaniutnya

disebut sebagai "Klasifikasi").



(2) Klasifikasi terdiri atas:

(i) daftar kelas-kelas, iika sesuai, dapat disertai dengan catatan penielasan;

(ii) dafiar barang dan jasa yang tersusun secara alfabetis (selariutnya disebut sebagai 'daftar

alfabetis") dengan indikasi kelas dari setiap barang atau.jasa yang tennasuk dalarn kelas

tersebut.

(3) Klasifikasi mencakup:

(i) klasifikasi yang dipublikasi pada tahun l97l oleh Biro Internasional Kekayaan Intelektual

(selar!utnya disebut sebagai "Biro Internasional") sebagaimana dirnaksud dalam Konvensi

Pernbentukan World Intellectual Property Organization, namun dengan pemahaman bahwa,

catatan penjelasan dari daftar kelas-kelas yang tennasuk dalarn publikasi tersebut waiib

dianggap bersifat selnentara dan sebagai rekornendasi hingga catatan penjelasan atas daftar

kelas-kelas tersebut ditetapkan oleh Kornite Ahli sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3;

(ii) arnendernen dan penarnbahan yang telah berlaku dalarn Persetuiuan tersebut, sesuai Pasal 4

ayat(1) Persetujuan Nice l5 Juni 1957, dan Perianiian Stockltoltn l4Juli 1967, sebelum

mulai berlakunya Perjanjian saat ini;
(iii) sernua perubahan yang dibuat sesuai dengan Pasal 3 dalarn Perjaniian ini dan yang rnulai

berlaku sesuai dengan Pasal 4(l) dalarn Perianiian ini.

(4) Klasiflkasi dibuat dalarn bahasa Inggris dan bahasa Prancis, kedua naskah tersebut metnputtyai

kekuatan hukunt yang salna.

(5)

kt) Klasifikasi sebagairnana dirnaksud dalam ayat (3) (i), beserta atnendemeu dan

penambahannya sebagairnana dimaksud dalam ayat (3Xii) yang telah berlaku sebelum tanggal

dibukanya Perianiian ir-ri untuk ditandatangani, terdapat dalarn satu salinan asli, dalarn bahasa Perancis,

yang disimpan oleh Direktur Jenderal World Intellectual Property Organization (selanjutnya masittg-

masilrg disebut sebagai "Direktur Jenderal" dan "Organisasi"). Arnendernen dan penambahan

sebagaimana dirnaksud dalarn ayat (3) (ii) yang berlaku setelah tanggal dibukanya Perjanjian ini
untuk ditandatangani harus disirrpan dalam bentuk satu salinan asli. dalarn bahasa Perancis pada

Direktur Jenderal.

(b) Naskah dalarn versi bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalarn huruf (n) ditetapkan oleh

Kornite Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 segera setelah Perjaniian ini mulai berlaku. Salinan

asli harus disimpan oleh Direktur Jenderal.

(c') Perubahan sebagaimana dimaksud dalarn ayat (3) (iii) harus disirnpan dalam satu salinan

asli. dalarn bahasa Inggris dan Perancis, pada Direktur Jenderal.
(6) Naskah resrni Klasifikasi, dalarn bahasa Arab, Jennan, Italia, Portugis, Rusia, Spanyol dan bahasa

lain yang dapat ditunjuk oleh Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus ditetapkan oleh

Direktur Jeuderal, setelah berkonsultasi dengan pemerintah yang berkepentingan dan berdasarkan

penerjemahan yang diaiukan oleh Pemerintah tersebut atau dengan cara lain yang tidak menimbulkan

irnplikasi keuangan pada anggaran Uni Khusus atau Organisasi.

(7) Daftar alfabetis harus mencanturnkan, di sebelah indikasi barang dan jasa, norlor seri yang khusus

ditetapkan untuk bahasa yang digunakan dalam daftar tersebr.rt, disertai dengan:

(i) nomor seri yang tercautuln untuk indikasi yang sama-dalam datiar alfabetis yang dibuat dalarn

bahasa Perancis, dalarn hal datiar allabetis ditetapkan dalam Bahasa Inggris, dan sebaliknya;

(ii) nornor seri yang tercanturn untuk indikasi yang sama dalam daftar alfabetis yang dibuat dalam

bahasa Inggris atau dalam daftar alfabetis yang dibuat dalarn baltasa Perancis, dalam hal



selrua daftar altabetis ditetapkan lnel'rurut ayat (6).

Pasal 2

Akibat Hukum dan Penggunaan Klasifikasi

(1) Sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalarn Persetuiuan ini, akibat dari Klasifikasi akan

terkait dengan penggunaannya oleh masing-masing negara anggota Uni Khusus. Khususnya, Klasifikasi
tidak rnengikat negara-negara anggota Uni Khusus sehubungan dengan evaluasi perluasan pelindungan

yang diberikan untuk semua merek atau pengakuan terhadap merek jasa.

(2) Setiap uegara-r'regara anggota Uni Khusus rneniiliki hak untuk menggunakan Klasifikasi, baik
sebagai sistern utalna atau sistem tambaltan.

(3) Kantor yang berwenang pada negara anggota Uni Khusus harus rnenyertakan nomor-nomor kelas

dalarn Klasifikasi pada dokumen dan publikasi resmi yang terkait dengan pendaftaran merek untuk
barang ataujasa yang didaftarkan.

(4) Fakta bahwa suatu istilah tennasuk dalarn daftar alfabetis sama sekali tidak rnernpengaruhi semua

hak yang mungkin berlaku atas istilah tersebut.

Pasal 3

Komite ahli

( I ) Kornite Ahli dibentuk dengan representasi dari rrasing-masing negara anggota Uni Khusus.

(2)

(a/Direktur Jenderal dapat, dan jika diminta oleh Kornisi Ahli, harus mengundang negara-negara di

luar anggota Uni Khusus yang merupakan anggota dari Organisasi atau pihak dari Konvensi Paris untuk

Perlindungan Kekayaan lndustri untuk diwakili oleh pengamat pada pertemuan Kornisi Ahli.
(b/Direktur Jenderal harus mengundang organisasi-organisasi antar pemerintah yang khusus di

bidang merek, yang setidaknya salah satu negara anggotanya adalah negara anggota Uni Khusus, untuk

diwakili oleh pengarnat pada pertemuan Komisi Ahli.
(r/Direktur Jenderal dapat, daniika diminta oleh KomisiAhli, harus mengundang organisasi antar

pernerintah dan organisasi non-pemerintah untuk berpartisipasi dalarn diskusi yang terkait.

(3) Kornisi Ahliharus:
(i) memutuskan perubahan dalam Klasifikasi;
(ii) mernberikan rekornendasi kepada negara-negara anggota Uni Khusus untuk membantu

penggunaan Klasifikasi dan mendorong penerapanuya yang salna;

(iii) mengambil semua langkah lainnya, tanpa rnenirnbulkan darnpak keuangan pada anggaran Uni
Khusus atau pada Organisasi, yang dapat mer.nbantu penerapan Klasifikasi oleh negara-uegara

berkembang;

(iv) memiliki hak untuk mernbentuk subkornite dan kelornpok kerja.

(4) Komisi Ahli harus mengadopsi atural'l dan ketentuan sendiri. Ketentuan tersebut harus rnenetapkan



kemungkinan partisipasi oleh or_uauisasi-organisasi antar pemeriutah sebagaimana dimaksud dalarn ayat

(2) (b)dalarn perterruau subkornite dan kelompok keria dari Komite Ahli yang dapat rnernberikan

kontribusi yan g penti n g bagi pen-uer-nban gan Klasi fi kasi.

(5) Proposal perubahan dalarn Klasifikasi dapat dibuat oleh Kantor yang berwetrang di setrua negara

anggota Uni Khusus, Biro Intemasional, organisasi antar pemerintah yang diwakili dalam Kourisi Ahli
sesuai ayat (2)(b) dan sernua negara atau organisasi yang khusus diundang oleh KornisiAhliuntuk
rnenyampaikan proposal tersebut. Proposal harus dikornunikasikan kepada Biro Intemasional, yang harus

rnenyerahkannya kepada para anggota Komisi Ahli dan para pengarnat selambatnya dua bulan sebelurn

sidang Kornisi Ahli ketika proposal dirnaksud akan dipertirnbangkan.

(6) Masing-rnasing negara Uni Khusus rnemiliki satu hak suara.

(7)
(a/ Sesuai huruf (1/. keputusan yang diarnbil oleh Kornisi Ahli rnewajibkan mayoritas relatif dari

luegara-negara anggota Uni Khusus yang hadir dan memberikan suara.

/f Keputusan mengenai adopsi atas arnendernen Klasifikasi mewaiibkan mayoritas 4/5 dari negara-

negara anggota Uni Khusus yang hadir dan memberikan suara. "Atnendemen" adalah pernindahan

barang atau iasa dari satu kelas ke kelas lain atau pembuatan kelas baru.

/c) Aturan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus menyatakan, kecuali dalarn

kasus-kasus tertentu, bahwa amendemen terhadap Klasifikasi akan diadopsi pada akhir jangka waktu

tertentu; lamanya masing-masing jangka waktu ditentukan oleh Komite Ahli.
(8) Abstain tidak dianggap sebagai pemberian suara.

Pasal 4

Notifikasi, Mulai Berlaku, dan Publikasi Perubahan

( I ) Perubahan yang disetujui oleh Komisi Ahli dan rekomendasi dari Kornisi Ahli harus diberitahukan

oleh Biro Internasional kepada Kantor yang berwenang pada negara-negara anggota Uni Khusus.

Alnendemen akan mulai berlaku enam bulan setelah tanggal pengirirnan notifikasi. Perubahan lainnya

akan rnulai belaku pada tanggal yang ditetapkan oleh Kornisi Ahli pada saat perubahan diadopsi.

(2) Biro Intemasional akan rnemasukkan perubahan-perubahan yang terlah berlaku dalam Klasifikasi.

Pengurnuman rnengenai perubahan-perubahan tersebut akan diurnurnkan dalarn publikasi berkala yang

ditentukan oleh Sidang Majelis sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 5.

Pasal 5

Sidang Majelis Uni Khusus

(l)
(u)Uni Khusus rrerniliki satu Sidang Maielis yang terdiri dari negara-negara yang telah

meratif-ikasi atau mengaksesi perianjian ini.
(b/Pernerintah masing-masing negara diwakili oleh satu delegasi, yang dapat dibantu oleh delesasi

pengganti. penasehat, dan para ahli.

/r'l Biaya-biaya dari setiap delegasi dibebankan pada Pemerintah yarlg nlenugaskannya.



(2)
(a/ Sesuai ketentuan dalarn Pasal 3 dan Pasal 4, Sidang Ma.lelis harus:

(i) menangani selrua hal yang terkait dengan pengelolaan datr pengembangan Uni Khusus dan

irnplementasi Persetuiuan ini;
(ii) memberikan arahan kepada Biro Intemasional mengenai persiapan konferensi revisi, dengan

mernpertimbangkan semua pendapat yang diberikan oleh negara-negara anggota Uni Khusus

yang belum meratifikasi atau nrengaksesi perianlian ini;
(iii) mengkaji dan menyetujui laporan dan kegiatan dari Direktur Jenderal Organisasi (selaniutnya

disebut sebagai "Direktur Jenderal") mengenai Uni Khusus, dan memberikannya instruksi

yang diperlukan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kornpetensi dari Uni Khusus;

(iv) menentukan prograln dan mengadopsi anggaran dua tahunan Uni Khusus dan menyetujui

perhitungan akhimyal
(v) rnengadopsi regulasi keuangan Uni Khusus;

(vi) membentuk komite-komite ahli dan kelompok kerja lainnya, selain dari Kornisi Ahli
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3, yang diperlukan untuk mencapai tujuan Uni Khusus;

(vii) menentukan negara yang bukan anggota Uni Khusus dan organisasi antar petnerintah dan

organisasi intemasional non-pemerintah yang diperkenankan dalam pertelnuan sebagai

pengalnatl

(viii) mengadopsi arnendemeu terhadap Pasal 5 sampai Pasal 8;

(ix) mengarnbil langkah tepat lainnya yang dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan Uni Khusus;

(x) melaksanakan tugas-tugas lainnya yang sesuai dengan Persetujuan ini.
(D/Seliubungan dengan hal-hal yang meniadi kepentingan Uni lainnya yang diatur oleh Organisasi,

Sidang Maielis mengarnbil keputusan setelah mendengar pendapat dari KorniteKoordinasi Organisasi.

(3)
(a/ Masing-rnasing negara anggota pada Sidang Maielis merniliki satu hak suara.

(b/ Satu perdua darijurnlali anggota Sidang Maielis sudah tnetnenuhi kuorum.

(c/ Terlepas dari ketentuan dalam huruf (b/, jika, dalam sidang rnana saia, jurnlah negara yang

diwakili kurang dari satu perdua tapi sama dengan atau lebih dari satu pertiga dari negara anggota

Sidang Majelis, rnaka Sidang Maielis dapat rnengaurbil keputusan, kecuali untuk keputusan yang terkait

dengan aturan dan ketentuan itu sendiri, selnua keputusan tersebut hanya berlaku jika syarat-syarat yang

telah ditetapkan sebelumnya terpenuhi. Biro Intemasional harus rnengkomunikasikan keputusan

tersebut kepada negara-negara anggota Sidang Majelis yang tidak diwakili dan mengundang mereka

untuk menyampaikan suaranya secara tertulis atau abstain dalamiangka waktu tiga bulan sejak tanggal

komunikasi. Jika, pada akhir jangka waktu ini, iumlah negara yang telah rnemberikan suaranya atau

pun yang rnenyatakan abstain tidak memenuhi kuorurn dalam sidang itu sendiri, maka keputusan

tersebut berlaku dengan ketentuan bahwa pada saat yaug sama rnayoritas yang diperlukan masih

diperoleh.

(rl Sesuai ketentuan dalarn Pasal 8 ayat (2), keputusan dari Sidang Majelis membutuhkan dua

pertiga dari jumlah suara.

/c/ Abstain tidak dianggap sebagai peuberian suara.

(/) Satu delegasi dapat mewakili, dan rnenyampaikan suara atas nama, satu negara saja.

/g/Negara-negara anggota Uni Khusus, tetapi bukan anggota Sidang Maielis diperkenankan

mengikuti pertel.nuau sebagai pengamat.



(4)
(a/ Sidang Majelis bertemu satu kali dalarn dua tahun dalarn sesi biasa berdasarkan pelnanggilan

oleh Direktur Jenderal, jika tidak ada keadaan luar biasa, selarna jangka waktu yang sarna dan di ternpat

yaug sama dengan Sidang Majelis Umurn Organisasi.
(D/ Sidang Maielis bertemu dalam sidang luar biasa berdasarkan pernanggilan oleh Direktur

Jenderal, atas pennintaan dari satu perempat negara-negara anggota Maielis.
(c)Agenda setiap sidang disiapkan oleh Direktur Jenderal.

(5) Sidang Maielis mengadopsi aturan ketentuannya sendiri.

Pasal 6

Biro Internasional

(l)
(a/ Tugas-tugas adrninistrasi terkait dengan Uni Khusus dilakukan oleh Biro Internasional.
(b/ Khususnya, Biro Internasional harus menfapkan pertemuan dan menetapkan sekretariat dari

Sidang Majelis, Kornisi Ahli, dan kornisi-kornisi ahli lainnya serta kelornpok kerja yang rnungkin telah

dibentuk oleh Sidang Majelis atau Komisi Ahli.
(c/Direktur Jenderal rnenjadi pirnpinan tertinggi dari Uni Khusus dan mewakili Uni Khusus.

(2) Direktur Jenderal dan semua anggota stafyang ditunjuknya akan berpartisipasi, tanpa hak suara,

dalam sernua perten-luan Sidang Majelis, Komite Ahli, dan kornite ahli atau kelornpok kerja lainnya yang

mungkin dibentuk oleh Sidang Maielis atau Komisi Ahli. Direktur Jenderal, atau anggota staf yang

ditunjuknya. merupakan sekretaris badan-badan tersebut secara cx o//ic'io.

(3)

(u)Biro Iutemasional sesuai dengan arahan dari Sidang Majelis. harus melakukan persiapan

konf'erensi revisi terhadap ketentuan Persetuiuan selain dari Pasal 5 sampai Pasal 8.

(b)Biro Intemasional dapat berkonsultasi dengan organisasi antar pernerintah atau organisasi non-

pemerintah rnengenai persiapan konferensi revisi.
(c) Direktur Jenderal dan orang-orang yang dituniuknya harus ambil bagian, tanpa hak suara, dalam

diskusi pada konferensi tersebut.

(4) Biro lnternasional harus melaksanakan tugas-tu-rras lainnya yang dibebankan padanya.

Pasal 7

Keuangan

(l)
(u)Uni Khusus harus memiliki anggaran.

(b/Anggaran Uni Khusus harus mencakup pendapatan dan penueluaran yang sesuai untuk Uni
Khusus, kontribr.rsi pada anggaran pengeluarau yaug unlum untuk semua Uni dan jika sesuai. jurnlah
yang disediakan untuk auggarau Konf'erensi Organisasi.

(c/ Pengeluaran yang tidak secara eksklusif terkait dengan Uni Khusus tetapi terkait juga dengan satu

atau lebih Uni lainnya yang diatur oleh Orgar-risasi harus dianggap sebagai pengeluaran yang umum bagi

Uni tersebut. Bagian Uni Khusus atas penreluaran urnlll.u tersebut harus proporsiorral dengan

kepentingan yang dirniliki oleh Uni Khusus di dalarnnya.



(2) Anggaran Uui Khusus harus ditetapkan dengan rnemperhatikan ketentuau kesesuaian ang-rraral.r

dengan Uni lainnya yang diatur oleh Organisasi.

(3) Anggaran Uni Khusus harus dibiayai dari sumber-sumber berikut:

(i) kontribusi dari negara-uegara anggota Uni Khusus;

(ii) tarif dan biaya atasiasa yang diberikan oleh Biro Intemasional dalam kaitannya dengan Uni
Khusus:

(iii) penlualan, atau royalti atas. publikasi Biro hrtemasional mengenai Uni Khusus;

(iv) hadiah, hibah, dan dana bantuan;

(v) sewa, bunga, dan pendapatan lainnya.
(4)

(c/Untuk tuiuan menetapkan kontribusi sebagaimana dimaksud dalarn ayat (3) (i), setiap negara

anggota Uni Khusus berada pada kelas yang sama sesuai dengan Uni Paris untuk Perlindungan

Kekayaan Industri, dan harus membayar kontribusi tahunan berdasarkan iurnlah unit yang sama dengarr

yang ditetapkan untuk kelas itu dalam Uni tersebut.

(b)Jumlah kontribusi tahunan dari rnasing-nrasiug negara anggota Uni Khusus harus sama

proporsinya dengan jumlah total yang akan dikontribusikan pada anggaran Uni Khusus oleh semua

negara karena jumlah unitnya merupakan total dari unit-unit dari sernua negara yang berkontribusi.
(c) Kontribusi akan jatuh tempo pada tanggal I Januari setiap tahunnya.

/r//Negara yang rnemiliki tunggakan dalarn pernbayaran kontribusi tidak dapat melaksanakan haknya

untuk memberikan suara pada setiap organ dari Uni Khusus iika iurnlah tunggakan tersebut salra atau

melebihi jurnlah kontribusi yang telah iatuh tempo selarna dua tahun terakhir. Namun, selnua organ dari

Uni Khusus dapat rnengizinkan negara tersebut untuk terus melaksanakan haknya dalarn memberikan

suara pada organ tersebut, jika, dan separf ang, negara tersebut nreyakinkan bal-rwa keterlambatan

pernbayaran dikarenakan keadaan yang luar biasa dan tidak dapat dihindarkan.
(e) Jika anggaran tidak diadopsi sebelum dimulainya periode anggaran baru, maka jurnlah anggaran

akan sama dengan anggaran tahun sebelumnya, sebagairnana ditetapkan dalam aturan keuangan.

(5) Besaran tarif dan biaya atas layanan yang diberikan oleh Biro Intemasional terkait dengan Uni
Khusus harus ditetapkan, dan dilaporkan kepada Sidang Maielis, oleh Direktur Jenderal.

(6)
(u)Uni Khusus rnerniliki dana modal kerja yang berasal dari pernbayaran tunggal dari tiap negara

anggota Uni Khusus. Jika dana tersebut tidak rnencukupi, Sidang Maielis akan mernutuskan untuk

menaikkannya.

1bl Besamya pembayaran awal oleh masing-masing negara untuk pendanaan tersebut atau partisipasi

pada kenaikannya merupakan proporsi dari kontribusi negara pada tahun saat dana tersebut ditetapkan

atau saat keputusau kenaikan dibuat.
(c) Proporsi dan iangka waktu pembayaran harus ditetapkan oleh Sidang Maielis atas usulan dari

Direktur Jenderal dan setelah rnendengar pendapat dari Komite Koordinasi Organisasi.

(7)

k)balam persetujuan teutang kedudukan rnarkas besar (hcculqu(trrcrs (tgt'eL'ntcnt) yang disepakati

dengan negara yang wilayahnya rnenjadi ternpat urarkas besar Organisasi berada, harus dinyatakan

bahwa, dengan ketentuan bahwa dana rnodal kerja tidak mencukupi. uegara tersebut akan memberikan

uang muka. Jurnlah uang muka dan ketentuan pemberian diatur dalam perjanjian terpisah, antara negara

tersebut dau Orgauisasi.

(b/ Negara sebagairnana dimaksud dalaur huruf (rrl dan Organisasi rnasing-rnasing merniliki hak



untuk lneugakhiri kewajibannya untuk uremberikan uang muka, rnelalui notiflkasi secara tertulis.

Pengakhiran akan berlaku tiga tahun setelah berakhirnya tahun saat telah dinotifikasi.
(8) Audit terhadap akun dilakukan oleh satu atau lebih negara anggota Uni Khusus atau oleh auditor

ekstemal, sebagaimana ditetapkan dalarr aturan keuangan. Akun tersebut akan ditentukan, dengan

perjaniian, oleh Sidang Majelis.

Pasal 8

Amendemen Pasal 5 sampai dengan Pasal 8

(l)Proposal amendemen terhadap Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dau Pasal yang ada saat ini, dapat

diprakarsai oleh setiap negara anggota Sidang Matelis, atau oleh Direktur Jenderal. Proposal dirnaksud

harus dikornunikasikan oleh Direktur Jenderal kepada negara-negara anggota Sidang Maielis

selambatnya enam bulan sebelum dipertirnbangkan oleh Sidang Maielis.

(2) Amendemen terhadap Pasal-Pasal sebagaimana dirnaksud dalarn ayat ( I ) diadopsi oleh Sidang

Maielis. Adopsi ntemerlukan tiga perernpat dari jurnlah suara, dengan ketentuan bahwa atnendetneu

terhadap Pasal 5, dan ayat ini, meuerlukan empat perlirna dari iumlah suara.

(3)Semua arnendemen terhadap Pasal-Pasal sebagaimana dimaksud dalatn ayat (l) akan rnulai berlaku

satu bulan setelah notifrkasi penerimaan secara tertulis, yang berlaku sesuai dengan proses konstitusi

rnasing-rnasing, telah diterima oleh Direktur Jenderal dari tiga perempat negara-negara anggota Sidang

Maielis pada saat mengadopsi amendernen. Maka, selnua atnendemeu terhadap Pasal-Pasal tersebut

yang diterima akan mengikat sernua negara yang merupakan anggota Sidang Majelis pada saat

arnendemen mulai berlaku, atau yang menjadi anggota pada tanggal berikutnya, dengan ketentuan

bahwa alnendelnen yang menaikkan kewaiiban finansial negara-ltegara anggota Uni Khusus ltanya akan

mengikat llegara-negara yang telah menotifikasi penerirraan atas atnendetnen tersebut.

Pasal 9

Ratifikasi dan Aksesi; Mulai Berlaku

(l)Setiap negara anggota Uni Khusus yang telah menandataugani perjanjian ini dapat meratifikasinya,

dan iika belurn menandatangani, rnaka dapat metlgaksesinya.

(2) Setiap negara di luar Uni Khusus yang menjadi anggota Konvensi Paris untuk Perlindungan

Kekayaan Industrial dapat mengaksesi perianjian ini sehingga rnenjadi rtegara anggota Uni Khusus.

(3) lnstruruen ratif-rkasi dan aksesi harus disirnpan oleh Direktur Jenderal.

(4)
(a/perianjian ini akan rnulai berlaku tiga bulan setelah kedua persyaratan berikut terpenuhi:

(i) enam uesara atau lebih telah menyirnpan instruureut ratifikasi atau aksesinya;

(ii)sekurangnya tiga dari negara-uegara di atas tnentpakan negara anggota Uni Khusus pada tanggal

dibukanya perjaniian ini untuk ditandatangani.

(b/Mulaiberlakunya sebagairnana dirnaksud dalam huruf (rrl akan berlaku baginegara-negara yang

sekurangnya tiga bulan sebelum ntr.rlai berlaku. telah urenyitnpau instruuren ratifikasi atau akesesi.

(c) Sehubungan dengan negara yang tidak termasuk dalam huruf (b/, perjanjian ini akan mulai



berlaku tiga bulan setelah tanggal notiflkasi ratiflkasi atau aksesinya telah dinotifikasi oleh Direktur
Jenderal, kecuali tanggal lainnya telah dicantumkan dalam instrumen ratifikasi atau aksesi. Jika

dernikian, perianjian ini akan rnulai berlaku bagi negara tersebut pada tanggal yaug tercantunl.

(5)Ratifikasi atau aksesi akan secara otomatis berarti rnenerirna sernua klausul dan keuntungan dari

perjanjian ini.
(6) Setelah perjaniian ini rnulai berlaku, tidak ada negara yang dapat meratifikasi atau mengaksesi

perianiian sebelumnya dari Persetuiuan ini.

Pasal 10

Jangka Waktu

Persetujuan ini rnerniliki iangka waktu yang sarna dengan Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan
Industri.

Pasal ll

Revisi

(l) Persetujuan ini dapat direvisi dariwaktu ke waktu melaluikonferensi negara-negara anggota Uni
Khusus.

(2) Pemanggilan atas serrua konf-erensi revisi harus diputuskan sebelumnya oleh Sidang Majelis.

(3) Pasal 5 hingga Pasal 8 dapat diamendernen baik melalui konferensi revisi atau menurut Pasal 8.

Pasal l2

Pengakhiran

Pasal 13

Rujukan terhadap Pasal 24 Konvensi Paris

(1)Setiap negara dapat rnengakhiriperjanjian ini melaluinotifikasi yang ditujukan kepada Direktur
Jenderal. Pengakhiran tersebut akan mencakupiuga pengakhiran perianjian sebelurnnya atau perjanjian

Persetuiuan ini yang telah diratifikasi atau aksesi oleh negara yang mengakhiri perianiiau ir-ri, dan hanya

berakibat kepada negara yang rnelakukan pengakhiran. Persetuiuan tetap berlaku sepenuhnya terhadap

luegara-negara lain anggota Uni Khusus.

(2)Pengakhiran akan berlaku satu tahun setelah tanggal diterirnanya notifikasi oleh Direktur Jenderal.

(3) Hak untuk mengakhiri yang ditetapkan dalam Pasal ini tidak dapat dilaksanakan oleh negara

lnanaplur sebelurn berakhimya lirna tahun sejak tanggal saat negara tersebut tergabung dalam negara

anggota Uni Khusus.



Keteutuan dalarn Pasal24 Perjanjian Stockholm l96T dari Konvensi Paris untuk Perlindungan

Kekayaan Industri akan berlaku untuk Persetujuan ini, dengan keteutuau bahwa, iika ketentuan tersebut

diamendemerr di kernudian hari, amendeuren terakhir akan berlaku pada Persetujuan ini sehubungan

dengan uegara-uegara anggota Uni Khusus yang terikat dengan amendetneu tersebut.

Pasal 14

Penandatanganan; Bahasa; Fungsi Penyimpanan;

Notifikasi

(1)

(u)Perjanjian ini ditandatangani dalaur satu naskah asli dalarn bahasa Inggris dan bahasa Perancis,

semua naskah rnernilki kekuatan hukum yaug sarna, dan disirnpan oleh Direktur Jenderal.

(b/Naskah resrni perjaniian ini harus ditetapkan oleh Direktur Jenderal, setelah berkonsultasi dengan

pemerir-rtah yang berkepentingan dan dalam waktu dua bulan sejak tanggal ditandatanganinya perianiian

ini, dalarn dua bahasa lainnya. bahasa Rusia dan bahasa Spanyol, yang bersama dengan bahasa-bahasa

sebagairnana dimaksud dalarn huruf (a), naskah asli Konvensi Pembentukan World Intellectual Property

Organization ditandatangaui.

(c'l Naskah resrni dari perjaniian ini harus ditetapkan oleh Direktur Jenderal, setelah berkonsultasi

dengan Pemerintah terkait, dalarn Bahasa Arab, bahasa Jennan, bahasa Italia, dan bahasa Portugis, dan

bahasa-bahasa lainnya yang ditentukan oleh Maielis.

(2) Perjanjian ini tetap terbuka untuk ditandatangani hingga tanggal 3l Desember 1971.

(3)
(rrl Direktur Jenderal harus mengirimkan dua salinan naskah yang telah ditandatangani dan telah

dilegalisir kepada Pemerintah semua negara anggota Uni Khusus, dan kepada Pemerintah negara

lainnya. jika dirninta.

/b/ Direktur Jenderal harus mengirirnkan dua salinan atas setiap anteudenten terhadap Perianiian ini
yang telah disahkan, kepada Pernerintalt selrua negara anggota Uni Khusus.

(4) Direktur Jenderal harus mencatatkan Perjanjian ini kepada Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa.

(5) Direktur Jenderal harus memberitahukan Pemerintah dari negara-uegara anggota Konvensi Paris

untuk Perlindungan Kekayaan Industri rnengenai:

(i) penandatanganan sesuai ayat (l);
(ii) penyirnpanan instrument ratitikasi atau aksesi sesuai Pasal 9 ayat (3);

(iii) tanggal rnulai berlakunya Perjanjian ini sesuai Pasal 9 ayat (4) huruf /a/;
(iv) penerirnaan atas ameudernen Perianiian ini sesuai Pasal 8 ayat (3);

(v) tanggal berlakunya amendernen dirnaksud;
(vi) pengkahiran yang diterima sesuai Pasal 12.


